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Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional

Beberapa Aspek Kenisbian Dan
Kesamaran Perjanjiar Internasional

Ko Swan Sik*

The article does not purport to analyse an iniernational
taw problem relating to a specific international agreement,

nor does it pretend to develop any theoretical paradigm. It
merely puts on stage the apparently clear and simple

notion of international agreement while at the same time
confronting the reader with its essentially relative nature
by signalling the many ambiguities and ambivalences
hidden behind the term.The author’s sole intention is to
invite the reader’s attention to this feature of relativity so
as to prevent him from taking the concept of international
agreement too easily for granted.

The following aspects relating to the concept of
international agreement, which could easily be cugmented,

are successively briefly reviewed: the meaning assigned to
the adjective “international”; the legally binding or non-
binding character of an international agreement; the
agreement’s characterization as a source of rights and
duties and its denial, the normative relativity of the rights
and duties emanating from the international agreement,

the case of “administrative agreements” and the obscurity
as to the identity of its parties under international law, the
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laude, Universitas Leiden, 1957, diseriasi berjudul Kewarganegaraan Ganda);
Advokat (kantor Ko Tjay Sing c.s., Semarang, 1957-1965); Lekior Kepala
Hukum Internasional (Ul 1959-1965); anggota Lembaga Pembinaan Hukum
Nasional (Kementerian Kehakiman, 1961-1965); Kepala Depariemen Hukum
Antar-Negara (T.M.C.Asser Institut, Den Hazg, 1965-1990); Guru Besar
Erasmus Universiteit Rotterdam (1988-1996); pendiri dan mastan General Editor,
Netherlands Yearbook of International Law (1970-1990, kemudian Henorary
Editor) dan Asian Yearbook of Intemnational Law (1991-2002); pendiri yayasan
Foundation for the Development of International Law in Asia; anggota Instituut
de Droit Inicrnational. E-mail: < koss wanadoo.nl >
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variability with regard to the applicability of the treaty or
its material contents in the municipal legal order, the
scope of the principle pacta tertiis nec nocent nec prosunt,
the scope of the principle pacta sunt servanda, the impact
of force on the validity of international agreements.

Pengantar

Tulisan ini tidak bermaksud menyajikan analisa persoalan
hukum tertentu (spesifik/konkrit), apalagi mencoba menyajikan
pemecahan persoalan demikian. Penulis juga tidak bermaksud
mencoba menyajikan risalah teori hukum apapun. Sebaliknya,
tulisan ini semata-mata merupakan renungan teniang berbagai
ketidakpastian dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari, dan
bersumber pada pengertian perjanjian internasional  (PI).
Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak hanya melekat karena
kekurangjelasannya, melainkan kadang-kadang juga menunjukkan
sifat nisbi berbagai pengertian dan azas sekitar PI.

Istilah “perjanjian” menggambarkan adanya kesepakatan
antara anggota masyarakat teniang suatu keadaan yang mereka
inginkan, yang mencerminkan hasrat mercka, dan yang memuat
tekad mereka untuk bertindak kearah keinginan dan sesuai dengan
hasrat tersebut. Apabila kesepakatan ini tercapai dan disertai
kesungguban para pibak, maka tata hukum yang berlaku di
masyarakat bersangkutan memberi kekuatan hukum padanya
dengan cara mengaitkannya dengan kaidah hukum yang
menetapkan pefjanjian itw setaraf dengan undang-undang.
Demikianlah bunyi pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-undang
Hukum Perdata) lama (sejauh kitab undang-undang ini masih kita
akui sebagai sumber bukum berlaku), sesuai dengan seruan azas
terkenal dalam bahasa asing kuno: pacta sunt servanda.’

! Pacta sunt servanda merupakan adaginm dari Bahasa Latin yang pada
umumnya ditafsitkan sebagai “perjanjian mengikat para pihak yang
membuatnya”. Guna lebih jelas lihat Black Law’s Dictionary.
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Penetapan kesepakatan sebagai perjanjian dalam arti
hukum, berarii babwa isi kesepakaian itu dijadikan hak damn
kewajiban para pihaknya yang berunsur khusus sebagai berikut:
apabila si pengemban kewajiban tidak memenubi kewajibannya,
maka tata hukum “menghukum”nya, amtinya meinbebaninya
dengan akibat-akibat (hukum) terientu tanpa persetujuannya.

Uraian singkat ini cukup mutlak dan terang bunyinya,
tetapi tidak mencukupi sebagai penjelasan konsep perjanjian.
Ternyata berbagai kenisbian dan kesamaran melekat padanya.
Diantaranya, berlakunya hukum dalam baias-batas suaitu tata
hukum tertentu menampilkan perianyaan tentang keierbatasan
ruang lingkup daya hukum yang terkait pada kesepakaian.
Kenisbian lain yaitu ketergantungan keabsahan petjanjian dari
kedudukan para pelakunya sebagai subyek hukum tata hukum
bersangkutan, ditambah syarat kewenangan pelaku tersebut untuk
mengadakan perjanjian yang berkekuatan hukum. Disamping itu,
tata hukum mengenal pembatasan-pembatasan mengenai pokok
persoalan (“obyek™) perjanjian, pembatasan mana biasanya
bersangkut paut dengan sendi-sendi kemasyarakatan bersangkuian.
Kenisbian tersebut terdapat juga dibidang PI yang merupakan
golongan khusus dori pengertian perjanjian yang lebih luas.
Marilah kita kini meneliti beberapa kenisbian dan kesamaran
khusus mengenai P1.

“Internasional”

Terhadap latar belakang tersebut di atas, tampillah
pengertian dan istilah “perjanjian iniernasional”, yang kata sifatnya
“internasional” tidak berarti tunggal, hal mana kita ingat ‘betul dari
setiap permulaan tahun kuliah apabila kita mencoba menerangkan
kepada para mahasiswa hakekat mata pelajaran yang mereka ikuti.
Kita tahu bahwa keragu-raguan itu bukan akibat kurang jelasnya
pencipta pengertian, melainkan akibat pemakaian perkataan dalam
arti-kata berganda. Kata “internasional” pertama digunakan unfuk
merujuk pada perjanjian antara para aktor yang bertindak selaku
subyek hukum internasional (HI) dan oleh karena it kbusus
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berlaku dalam lingkungan HI. Meskipun kelihatannya cukup jelas,
namun bagaimanakah kita dapat tetapkan bahwa suatu perjanjian
yang kita hadapi itu memang “governed by iniernational law”
seperti yang disyaratkan Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969°
tentang Hukum Perjanjian Internasional? Ada kalanya yang kita
maksudkan dengan istilah PI adalah perjanjian yang para pihaknya
bertindak dalam lingkungan hukum nasional (HN) (tanpa
memperdulikan apakah mereka itu asal mulanya diciptakan
sebagai subyek HI ataupun sebagai subyek HN) tapi dengan mata
pefjanjian yang bersifat lintas-batas suatu negara dan oleh katena
itu disebut “internasional”.’ Kiia dapat (meskipun syukur jarang
terjadi) menambah kerumitan di lapangan PI golongan belakangan
ini apabila tidak hanya obyek perjanjiannya melintas-batas, tetapi
para pihaknya pun masing-masing bertindak dari lingkungan HN
berbeda.

Sesuai tafsiran undangan Editor jurnal ini, tulisan ini hanya
akan mencurahkan perhatian kepada pertjanjian golongan pertama
dan kenisbian dan kesamaran yang melekat padanya.

¢ Pasal 2 ayat (1) ini berbunyi: 1. For the purposes of the present

Convention:

(a) ‘treaty’ means an international agreement concluded between States in
written form and governed by international law, whether embodied in a
single instrument or in two or more related instruments and whatever its
particular designation.

* Pamt kirenya disini ditambah sekedar catatan sampingen teniang
pemakaian istilah lain yang ada kalanya terlihat dalam hubungan ini, yaim
istilah “publik™, seperti kini juga terdapat di Pasal 1 judul (3) UU; 37/1999
tentang Hubungan Luar Negeri. Mungkinkah si perancang naskah undang-
undang tersebui terjebak kekhilafon yang tersirat dalam penggunaan istilah
“hukum internasional publik™ sebagai “lawan” “hukum perdata internasional™?
Dilingkungan (hukum) internasional (atau “dalam rangka tata hukum
internasional”) yaag tidak mengenal hubungan antara subyek-penguasa dam
subyek yang tunduk pada kekuasasm, pertentahgan (hukum) antara publik —
perddta sebenarnya tidak berlakn (tidak dapat diterapkan). Sebagai contoh patut
diajukan pertanyasn apakah ada perbedaan bukum antara PI tentang pinjaman
uang antar-negara dan Pi tentang persekarivan militet.
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Sifat Normatif Hukum dan Sangkalannya

Tadi telah pernah disebui Pasal 2 ayat 1 judul (a) Konvensi
Wina 1969, ketika kita menitikberatkan keperluan menentukan
apakah yang kita hadapi itu benar perjanjian yang dikuasai HI.
Ternyata bahwa yang menjadi buah aturan Konvensi adalah
“perjanjian internasional yang diadakan antara negara ... dan yang
dikuasai oleh hukum internasional ...”. Ini berarti bahwa sekalipun
kita jelas menghadapi perjanjian antarnegara, yang sudah
memenuhi - svarat-syarat yang omenurut perkiraan  Kkita
menjadikannya PI asli, kita masih juga perlu memeriksa apakah
benar “dikuasai HI”. Apakah makna anak kalimat ini?

Mengingat sifainya, maksud tujuannya dan konteks
pembuatannya, dapatlah kita beriolak dari anggapan bahwa
Konvensi tersebut khusus mengacu pada perjanjian di lingkungan
internasional, tanpa perhatian, babkan menyampingkan, hal-hal
yang mengenai perjanjian dilingkungan HN. Hal mana berarti
bahwa satu-satunya dugaan tentang maksud dan arti anak kalimat
tadi yang masuk akal adalah bahwa siperancang membayangkan
kemungkinan adanya perjanjian antarnegara, di lingkungan
internasional, yang dapat dikuasai oleh “sesuaitu” yang lain (bukan
HN) daripada HI. Sistem apakah yang kita dapat bayangkan disini?

Fstilah “dikuasai” di anak kalimat tersebut teniu berarti
“dikuasai” sistem (hukum iniernasional} yang mengaitkan eciri
normatif kepada kesepakatan antara para pihak perjanjian, satu dan
lain menurut kehendak dan pilihan para pihak tersebut. Kita dapat
bayangkan berbagai sistem normatif yang berlaku bagi kelakuan
manusia selain sistem hukum, misalnya agama, adat istiadat, dan
moralitas. Namun, sistem-sisiem ini semuanya ditujukan kepada
pribadi manusia dan tidak mengenal kaidah-kaidah pelaksanaan
untuk memberiakukannya dan menerapkannya pada hubungan
antarnegara. Kadang-kadang disebut sisiem “kesopanan ke-
masyarakatan” yang menguasai hubungan-hubungan internasional,
akan tetapi sistem demikian hanya mengacu pada bentuk dan tata-
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cara kelakuan dan tidak bersangkut-paut dengan sifat normatif dari
hak/kewajiban yang termuat dalam perjanjian bersangkutan.

Dalam  perbincangan tentang  hubungan-hubungan
internasional, kadang terdengar istilah “perjanjian politik” untuk
membedakannya dari perjanjian vang dikuasai hukum, dan dalam
hubungan ini kadang-kadang terdengar pula istilah “perjanjian
tidak mengikat” (“non-binding agreements”) yang agak anech
bunyinya dan yang biasanya dimaksudkan sebagai “perjanjian
yang tidak mengikat dari sudui hukum” (fegally non-binding
agreements). Schingga timbullah pertanyaan apakah Kiranya ada
“sistem politik” yang bersifat normatif dan menguasai kelakuan
dan yang merupakan aliernatif disamping sistem hukum. Memang,
kadang-kadang kita menghadapi perjanjian-perjanjian antamegara
yang dianggap tidak memuat kewajiban hukum melainkan “hanya
memuat kewajiban politik”. Soainya ialah bahwa hingga kini
belum ada uraian yang memberi penjelasan memuaskan tentang
bagaimana sebenarnya isi sistem normaiif politik demikian itu dan
sejauh mana sistem tersebui berbeda dari sistem hukum. Memang
ilmu politik mengenal dan memperhaiikan keadaan dimana
kelakuan terientu pihak yang satu dapat diduga dan diharapkan
sebagai akibat kelakuan terientu pihak yang iain, dimana kelakuan
belakangan ini merupakan “cogent motive for action” pihak
pertama. Apabila dalam keadaan demikian kelakuan pihak yang
satu itu ternyaia tidak terjadi, bertentangan dengan apa yang
diharapkan, tidak mustahil pihak yang dikecewakan miembalas
dengan menuntut apa yang diharapkan dan bahkan mepuntut ganti
kerugian, semua ini tanpa melalui ataupun berdasarkan alasan
hukum.

Conioh tersohor perjanjian yang kadar hukumnya terang-
terangan disangkal adalah Akia Terakhir Konferensi Keamanan
dan Kerjasama di Eropa (Helsinki Final Act 1975) yang meliputi
negara-negara Eropa Barat maupun Eropa Timur iermasuk Uni
Soviet dan Amerika Serikat dan Kanada (yang hingsa kini masih
berlaku di negara-negara bekas bagian Uni Soviet di Asia Seniral
yang sama-sekali bukan merupakan bagian dari Eropa). Negara-
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negara Barat menitikberatkan bahwa Akia tersebut bukan PI yang
mengikat menurut hukum. Hal ini ditegaskan secara agak anch
namun jelas. Latar belakang cara yang dipakai ini adalah Pasal 102
Piagam PBB’ yang mewajibkan setiap PI yang diikutsertai negara
anggota untuk didafiarkan pada Sekretariai untuk keperluan
penerbitannya (di UN Treaty Series). “Sesuai dengan” peraturan
ini, Akia Helsinki memuat keientuan yang memohon si Tuan
Rumah (Finlandia) untuk “transmit to the Secretary-General of the
United Nations the text of this Final Act (untuk disosialisasikan di
antara negara anggota PBB) which is not eligible for registration
under Article 102 of the Charter of the United nations, as would be
the case were it a matter of a treaty or international agreement
under the aforesaid Article”.

Persoalan kewajiban perjanjian yang tidak berkadar hukum
ini bahkan pernah dijadikan judul penelitian di kalangan Institut
Hukum Internasional (fnstituut de Droit Internasional) di tabun-
tahun 1970an dan 1980an. Lembaga inipun belum sanggup
menyajikan jawaban yang memuaskan, dan bahkan memutuskan
pada 1983 untuk menangguhkan penyelidikannya sambil
menunggu gerkembangan—perkembangan yang membawa bahan-
bahan baru. :

# Ketentuan Pasal 102 ini berbuayi :

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of
the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as
possible be registered with the Secretariat and published by it.

2. No party to any such treaty or international agreement which has not been &
- registered in accordance with the provisions of paragraph I of this Article may -
invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

5 Lihat Annuaire de Flnstitut de droit international jilid 60-
1 {persidangan Cambridge, 1983). :
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Pokok persoalan fenomena tersebut, yang mengenai
kewajiban kelakuan vang upsur hukumnya disangkal, mirip
dengan, walaupun mungkin tetap perlu dibedakan dari, fenomena
usaha-usaha “perundang-undangan internasional” dalam bentuk
perjanjian-perjanjian  multilateral, kadang-kadang mengenai
perbaikan kedudukan manusia pribadi dipelbagai lapangan, yang
tidak, setidak-tidaknya belum, memuat aturan penegakan hak-hak
vang diakui (“without legal remedies”). Terlihat disini fenomena
hukum “pincang” yang “tidak sempuma”.

Kenisbian dan kesamaran yang penulis sebut disini dan
yang kadang agak kurang iepat diberi nama “hukum lemah” (soff
faw), perlu dibedakan dari nmaskah-naskah yang disepakati oleh
para pihak nawun yang jelas tidak dimaksudkan sebagai sumber
hak/kewajiban melainkan semata-mata sebagai rumusan pendirian
dan tekad masing-masing (yang “kebetulan” sesuai) mengenai hal
terientu. Keraguan tentu sangat menyolok apabila para peseria
berbeda pendapat tentang maksud naskah mereka. Akan tetapi, ini
mengacu pada tidak tercapainya kesepakatan, bukan kesamaran

perjanjian.
Sumber Hak dan Kewajiban dan Sangkalannya

Dalam menetapkan perjanjian-perjanjian mana yang
dikuasai olehnya, Konvensi Wina dalam Pasal 2 ayat 1 judul (a)
dengan tegas menyatakan bahwa PI dapat saja termuat dalam satu
ataupun lebih dari satu dokumen dan dapat saja diberi nama
apapun. Ketentuan ini, yang boleh dikatekan mencerminkan
anggapan umum dan dengan demikian dapat dianggap berlakn
sebagai HI umum, berarti bahwa bentuk PI tidak ada releyansinya
bagi HI dan tidak mempengaruhi kadar hukum isinya. Akan tetapi,
hal ini tidak berarti bahwa nama yang diberikan kepada naskah dan
nunusan pengertian-pengertian dan istilah yang dipakai dalam
naskah tidak penting, oleh karena nama dan rumusan it
merupakan sumber interpretasi tentang maksud para pihek dam
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makna dokumen bersangkutan mengenai hak dan kewajiban
masing-masing.®

Pembuatan naskah sebagai hasil perundingan dapat
mengacu keberbagai tujuan. Ada kalanya naskah dimaksudkan
sebagai penetapan hak/kewajiban masing-masing dengan kekuatan
hukumn. Apabila naskah diberi nama menurut kebiasaan tradisional
dibidang PI. seperti kata “ireaty” dalam bahasa Inggris, apalagi
jika disertai acara-acara klasik seperii syarat ratifikasi (persetujuan
keterikatan) dan/aiau kesepakaian untuk mendaftarkannya di
Sekretariat PBB sesuai Pasal 102, maka kesamaran teniang
maksud para pihak boleh dikatakan dapat tercegah. Tapi bentuk
dan acara demikian tidak merupakan syarai univk menegaskan
sifat hukum isinya. Tidak termuainya ciri-ciri terkenal demikian
sama sekali tidek membenarkan kesimpulan bahwa para pihak
tidak menghendaki dokumen kesepakatan mercka merupakan
sumber hak/kewajiban hukum. Inilah, antara lain, makna
kebebasan bentuk yang diakui Pasal 2 ayat 1 judul (a) Konvensi
Wina. Demikianlah tafsiran yang selayaknya diberi kepada istilah
“treaties in simplified form "yang kita kenal dari prakiek diplomasi
dan yang dapat berbentuk, misalaya, pertukaran surat, “Pernyataan
bersama” (joint statement), babkan “Nota Kesepahaman”
(memorandum of understanding). Sebagai contoh yang cukup
ekstrim, ada kalanya dipilih bentuk “Communiqué” yang

¢ Tidak lama berselang Edy Prasetyono (CSIS) dilaporkan (Hukum
Online 11 Juni 2006) pernah menguiarakan perdiriannya bahwasanya dokuman
kesepakatan yang melahirkan organisasi ASEAN tidak mengikat. Belian
mengaitkan pendangan ini dengan kebijakan para pihak bersangkutan uniuk
“hanya menggunakan” nama “Deklarasi Bangkok 1967”. Meskipun harus diakui
bahwa naskah Deklarasi tersebut memang kurang seswai dengan bentuk lazim
naskah pendirian organisasi, kiranya penyangkalan unsur keterikatan dalam
contoh ini patut dipertanyakan. Conioh lain ialah kabar tentong wawancara
dengan presiden AS pada bulan April 2005 tentang hubungan AS dengan
Afghanistan seielah pemilihan presiden dinegeri itu. la menitikberatkan bahwa
hubungan strategis tidak mengharuskan pengaturannya dalam perjanjian resmi
melainkan cukup diatur dalam bemtuk pertukaran surat atan dalam suaiu
Memorandum of Understanding. Tanpa menerangkan alasan-alasan apakah yang
menyebabkan kecondongan tersebut ?
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sebenarnya berarti tidak lebih daripada “penerangan khalayak
* ramai tentang sesuatu yang terjadi”, namun dipakai sebagai sumber
hak dan kewajiban.

Sebaliknya, suatu naskah sebagai hasil komunikasi (secara
bagaimanapun) aniara para pihak dapat saja dibuat dengan tujuan
berlainan. Tadi kita telah menjumpai fenomena perjanjian dengan
hak/kewajibannya yang dikuasai sisiem normatif yang tidak
bersifat hukum atau suatu “sistern pengharapan” berdasarkan
tindakan timbal balik. Disamping itu, naskah yang disepakati dapat
dimaksudkan sebagai pernyataan peneiapan tekad para pihak
tentang kelakuan mereka dimasa yang akan daiang, tanpa
tersirainya janji yang bersifat hukum. Aliernaif selanjuinya adalah
pengumuman belaka, bagaimanapun resmi dan mulia sifatnya,
tentang (biasanya hanya sebagian dari) apa yang diperbincangkan
antara para pihak dan hasil kesepakaiannya. Tadi telah disebut
istilah “communiqué”, maskipun “Pernyaiaan bersama” kadang-
kadang lebih disukai.

Kadar Hak dan Kewajiban

Sangkalan kadar hukum yang merupakan pokok persoalan
di atas tadi tidak dapat disamakan dan tidak boleh
dicampuradukkan dengan gejala lain, yaitu keanckaragaman jenis
(hak dan) kewajiban yang kadar hukumnya tidak diragukan.

Pengertian sempurna tentang hakekat suatu kewajiban
hukum merupakan syarat penting untuk dapat menetapkan apakah
kewajiban itu dapat dinilai telah dipenubi atan justru dilanggar.
Itulah sebabnya perhatian yang cukup besar dicurahkan oleh
Komisi Hukum Internasional PBB kepada penggolongan dan
pembedaan antara berbagai jenis kewajiban hukum selama
sebagiah besar waktu perencanaan naskah ketentuan-ketentuan
tentang perbuatan negara melawan hukum.’

7 Lihat, misalnya, Draft Aricles on State Responsibility, versi 1996,
Report of the ILC, 48ih session, 1996 (A/51/10) pasal 19-21.
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Meskipun demikian, tetap terdapat cukup banyak gejala
dalam praktek PI yang menimbulkan pelbagai perianyaan tentang
kelakuan dan tindakan ataupun hasil usaba yang merupakan isi
sebenarnya kewajiban bersangkutan. Oleh karena itu, kita perlu
mencurahkan perbatian khusus kepada soal kejelasan atan
sebaliknya kesamaran yang kadang-kadang melekat pada rumusan
suatu kewajiban. Antara kewajiban-kewajiban kita dapai
membedakan kewajiban yang “keras” dan yang “lunak”™.

Dalam golongan kewajiban untuk melakukan sesuatu
(obligation of conduct), sifatnya keras apabila tindakan im
dirumuskan secara sangat tegas dan spesifik, apalagi bila
ditetapkan pula bahwa tindakan itu hamus terlaksana dalam
tenggang waktu yang tertentu. Sebaliknya, kewajiban dapat saja
dirumuskan sebaga: kewajiban untuk berusaha, sesuai dengan
kemamnipuan si pengemban kewaj iban, dengan mempertimbargkan
keadaan menurut penilaian si pengemban kewajiban, untuk
mencoba mencapai sesuatu. Dalam hal demikian, kewajiban
ternyata begitu longgar dan kadar keharusannya menjadi demikian
rendab, sehingga timbullah keraguan cukup mendalam tentang
dimana letak scbenarnya garis batas antara pelaksanaan dan
pelanggarannya. Ada sebagian pencliti yang mencari sebab
kebijakan demikian dibidang adat istiadat di bagian-bagian dunia
yang segan menitik beratkan secara tajam hak dan kewajiban
masing-masing pihak, hal mana penulis sangsikan. Meskipun perlu
diakui bahwa di lapangan HI yang bersifat khas itu pertimbangan-
pertimbangan “tidak langsung”memainkan peranan yang jauh lebih
besar dibidang perjanjian doripada dilingkungan HN, seperti
memilih bermacam nama yang menghindari kata perjanjian.

Kita dapat saja mengira bahwa kesamaran demikian tidak
dapat timbul dalam hal kewajiban untuk mencapai suatu hasil
usaha’ tertentu (kewajiban hasil usahalobligation of resull).
Bayangkanlah kewajiban untuk mehcegah terjadinya sesuain.
Namun, dugaan itu ternyata tidak tepat. Kesamaran tetap terdapat
bila, 1misalnya, kewajiban bersangkuian mengharuskan
menghasilkan suatu “keadaan yang bermanfaat”™ bagi sesuaiu.
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Tadi telah kita beriemu dengan istilah “hukum lemah” yang
kadang dipakai untuk menggambarkan sifat kewajiban yang tidak
jelas apakah memang dimaksudkan sebagai kewajiban hukum.
Kami mencatat disana bahwa penggunaan istilah dalam rangka itu
rasanya kurang iepat oleh karena kesamaran disana mengenai batas
antara hukum dan bukan-hukum. Istilah “hukum lemah” kiranya
lebih tepat untuk menggambarkan kewajiban yang diakui sifat
hukumnya pamun memberi kelonggaran demikian banyaknya
sehingga sukar menentukan garis batas antara memenuhi dan
melanggar kewajiban.

Pihak Perjanjian dalam Kenyataan dam Pihak Perjanjian
Menurui Hukam: Gejala “Perjanjian Administrasi”

Penggolongan suatu perjanjian sebagai P1 atau sebagai
kategori lain menunjuk pada dikuasainya oleh HI atau hukum lain
(atau, seperti kita sempat menjumpai tadi, sama sekali tidak
dikuasai hukum). Penggolongan itu didasarkan berbagai kriteria,
antara lain kedudukan para pihaknya sebagai subyek hukum. Aktor
kemasyarakatan yang tidak diakui sebagai subyek HI tidak dengan
sendirinya tidak dapat mengadakan PI sehingga perjaniian hasil
kesepakatannya tidak pernah dapat dianggap bersifat PI.
Sebaliknya perjanjian antara para aktor yang jelas subyek HI tidak
otomatis bersifat PI, oleh karena mereka dapat saja disamping itu
bertindak selaku subyek HN. Bayangkan sekarang perjanjian
antara akior yang tidak jelas kedudukannya sebagai subyek HI
namun bertindak dalam rangka hukum publik di negaranya.

Ada kalahya diadakan perjanjian antara alat-alat
perlengkapan dari negara-negara berbeda, yang tidak. khusus
ataupun langsung berwenang dah bertugas di lapangan hubungan
luar negeri, atan antara kesatuan-kesatuan teritorial sesuai sistem
otonomi daerah (sepetti kota atau propinsi) negara masing-masing.
Kesepakatan dan petjanjian demikian itu mengenai salah satu
kebijakan di bidang tugas mereka. Tenmtu ada nepara dimana
hubungan lintas batas demikian antara alat-alat perlengkapan
ataupun antara kesatuan fteritorial dilatahg dleh hukumnya,
sehingga gejala yang dibayangkan disini tidak terjadi. Akan tetapi,
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cukup banyak negara-negara dimana hal demikian dapai terjadi
dan perjanjian-pernjanjian demikian ternyata memenuhi kebutuhan
bersama dibidang pemerintahan dan pengaturan kemasyarakatan
setempat, terutama di kawasan-kawasan yang terletak saling
berdekatan namun di negara yang berlainan® Timbullah
pertanyaan apa sebenarnya kedudukan hukum perjanjian demikian
vang kadang-kadang disebut “perjanjian administrasi”. Apakah
perjanjian itu harus, atau boleh, disamakan dengan P1? Tetapi para
pelakunya pada wmumnya tidak merupakan (artinya: tidak diakui
oleh negara bersangkutan sebagai) subyek HI (pengecualian boleh
terjadi di negara federal tertentu). Haruskah kita menarik
kesimpulan bahwa perjanjian semacam im tidak bersifat
“internasional” dalam artikata lazim sehingga tidak tunduk pada
hukum internasional mengenai PI melainkan barus dianggap
dikuasai HN? Disamping itu, siapakah yang selayaknya dianggap
sebagai pihak perjanjian? Haruskah negara-negara bersangkutan,
biarpun tidak tegas menvuruh, mengizinkan ataupun menyetujui
(meskipun tidak melarang) pembuatan perjanjian demikian,
dianggap terikat padanya, meskipun seluruh acara pembuatannya
tidak sesuai dengan acara yang lazim untuk Pl dan semata-mata
oleh karena aktor yang mengadakannya merupakan sebagian dari
bangunan kenegaraan? Ataukah perjanjian demikian itm hanya
mengikat para instansi bersangkutan di lingkungan HN? Tapi jika
demikian, tata hukum manakah yang menguasainya, mengingat
bahwa perjanjian demikian itu tidak pernab dimaksudkan sebagai
suatu perjanjian HN?!

Karangan singkat ini bukan tempatnya untuk menyelidiki
persoalan ini secara panjang-lebar. Namun, mungkin di sinipim
kita dapat belajar dan mencari sandaran (meskipun hanya secara
tidak langsung) di naskah PBB tentang perbuatan negara melawan
hukum 2001, khususnya bab 2 yang berkepala “The ‘Act of the
State’ under International Law” yang Pasal 5-nya berbunyi:

& UU No.37/1999 tidek memuat sebutan kerungkinan ini, meskipun
demikian keluhan salab-satu Dirjen Depiu tentang “banyak perjanjian luar negeri
vang dilakukan dacreh kurang efektif”, Kompas 7 Agustus 2006, cukup membuat
petik. :
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“(1) For the purposes of the present articles. the conduct of anv State
organ acting in that capacity shall be considered an act of that State
under international law, whether the organ exercises legisiative,
executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in
the organization of the State, and whatever its character as an organ of
the central government or of a territorial unit of the State. (2) For the
purposes of paragraph 1, an organ includes any person or body which
has that status in accordance with the internal law of the State.”

Keberlakuan di Lingkungan Hukuwm Nasieanal

Perbedaan amtara tata HI dan tata HN menyebabkan
timbulnya kenisbian tentang makna PI, berhubung dengan
persoalan kedudukan dan keberlakuan HIl (atau khususnya PI)
dilingkungan HN. Persoalan ini perlu dikaji dan dijawab oleh
masing-masing tata HN sendiri, meskipun tentu hanya sejauh HI
bersangkutan dapat ada relevansinya dalam lingkungan HI
(relevansi demikian tidak ada dalam hal HI yang memang kita
kenal ajaran-ajaran tentang kesatuan hukum internasional dan
nasional (monismne) dan sebaliknya tentang perbedaan dan
pemisahan muilak antara kedua sisiem bukum itu (dualisme). Akan
tetapi, ajaran-agjaran muluk ini tidak mehidangkan jawaban
langsung apapun atas pertanyaan yang kita hadapi dalam dunia
“hukum yang berlaku” (“hukum positif”). Hal yang kita perlukan
untuk memberni jawaban ialah adanya penetapan, atau “piliban”,
yang dibuat oleh hukum nasional tentang kedudukan dan peranan
HI, khususnya Pi, dilingkungannya. Piliban demikian dapat
berwujud tabpa atan melalui suatu tindakan hukum tegas dari tata
HN bersangkutan yang termuat di undang-undang dasar, undang-
undang biasa, atau, dimana HN temyata tidak melakukan piliban
tegas (eksplisit), dikembangkan dalam bentuk bukum kebiasaan
yang penerapannya ierlihat dalam keputusan-keputusan konkrit,
misaliya keputusan-keputusan hakim.

Tata HN dapst saja menyangkal mutlak segala peranan dan
pengaruh HI ierhadap HN, dan berpendirian bahwa pembuat
bukwin pasional merupakan satu-satunya yang berwenang
mengadakan peraturan tentang hal apapun yang perlu diatur hukum
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dilingkungan HN. Sebaliknya, iata HN dapat juga pada azasnya
mengakui kemungkinan perapan dan pengarub itn, pengakuan
mana dapat diutarakan menurat dua cara, yaitu dengan
“mengizinkan” isi HI berlaku dilingkungan HN tanpa merubah
sifat internasionalnya, atau dengan mengundangkan isi tersebut
sebagai HN dalam bentuk perundang-undangan HN pula.

Perbandingan antara sistem-sistem HN menunjuk dua jalan
yang dapat dilalui dalam penerapan kebijakan cara pertama tadi.
Jalan yang satw ialah secara “membuka pintu” bagi HI, yang
berakibat HI itu berlaku dilingkungan HN, tanpa tindakan apapun
dari pihak penguasa negara. Kebijakan “pintu terbuka” dapat juga
hanya diterapkan sejauh mengepai HI tak tertulis yang biasanya
bertepatan dengan HI yang “umuin berlaku”, seperii di sistem
mazhab bukum common law yang menggolongkan HI tak tertulis
ini sebagai “law of the land”. Kebijakan ini berdasarkan sangkalan
perbedaan antara hukum tak tertulis (“kebiasaan”) yang tercipta di
suasana nasional dan internasional, dan yang melalui jalan itw juga
menghasilkan keberlakuan HI tak tertulis dilingkungan nasional.
Jalan yang lain perlu ditempuh apabila tata HN, sekalipun yakin
akan perlunya penerapan isi HI dilingkungan HN, menganggap
periu adanya suatu tindakan HN tegas agar mencapai hasil itw,
seperti ketentuan dalam UUD atau perundangan biasa. Dalam hal
PI, UU persetujuan PI (yang diprakiek politik Indonesia disamakan
dengan “ratifikasi”) kadang dipakai untuk keperluan ini.

Sebagai alternatif kedua cara “pemberian izin” kepada Hi
tersebut kita kenal kebijakan menolak secara mutlak keberlakuan
Hi dalam tata HN. Dalam rangka ini, pemberlakuan isi Hl
dilingkvngan HN memerlukan pembuatan HN yang tegas memuat
ataupun setidaknya tegas mengundangkan isi HiI bersangkutan
sebagai HN (iransformasi).

Soal ya atau tideknya tata hukum nasional memberlakukan
HI, seluruhnya atan untuk sebagian, dilingkungan HN-nya, tanpa
“mengubah” sifatoya sebagai H, ataupun “hanya” memberlakukan
isi Hi dilingkungan HN sejauh (“diubah™) bemtuk dan sifatoya
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menjadi HN, merupakan socal penting bagi pemegak hukum
nasional, yang kewenangannya dibidang pencrapan hukum terbatas
pada hukum yang berlaku dilingkungan hukum nasionalnya.
Disamping itu, kebijakan berbeda itu juga memain peranan dalam
penetapan kedudukan hirarki kaidah-kaidah bukum yang berasal
internasional dan nasional yang termasuk kewenangan tersebut.

Ruang Lingkup Azas Keterbatasan Berlakunya Antar-Pihak

Titik tolak dibidang hukum perjanjian adalah bahwa
perjanjian itu mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihaknya
tentang apa yang mereka inginkan. Dalam rumusan ini tersirat
penetapan bahwa siapapun yang tidak ikut menyepakatinya dengan
sendirinya tidak terikat kepadanya (pacta tertiis nec nocent nec
prosunt; perjenjian tidak mengakibatkan keuntungan maupun
kewajiban bagi pihak ketiga). Azas ini kelihatannya memang
cukup layak, dan kelayakan ini lebih-lebih menyolok apabila kita
memandang perjanjian itu sebagai sumber hak dan kewajiban
timbal-balik antarpara pihaknya, dengan hak pihak yang satm
terhadap pihak yang lain tergabung dengan hak pihak kedua ini
terhadap pihak pertama. Memang disini tidak ada alasan uniuk
memberi peranan apapun kepada pihak ketiga.

Akan tetapi, PI tidak selalu bersifat timbal-balik. Kadang-
kadang, dan makin lama makin banyak, sesvai depgan bertambah
padatnya hubungan-hubungan kemasyarakatan internasional
dipelbagai lapangan (“globalisme™ dan sejajar dengan
perkembangan itu, timbullah dan bertambahiah kebutuban akan
pengaturan  hubungan-hubungan yang menyentuh peibagai
masyarakat nasional, dan yang bersifat baik lintas batas:maupun
tidak, pamun tidok bersifat antarnegara. Hubungan-hubungan
kemasyarakatan itn mengenai bermacam-macam aspek kehidupan
yang mencerminkan cita-cita kemasyarakatan, seperti hak azasi
manusia, pemberantasan penyakit, bubungan-hubungan keluarga,
dan sebagainya. Dengan demikian, PI dipergunakan sebagai sarana
untuk mencapai kesamaan dalam menghadapi dan mengatur
hubungan-hubungan kemasyarakatan tertentu itu di masing-masing
lingkungan hukum nasionalnya.
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Pertanyaan yang kadang timbul adalab: dapatkah dan
bolehkah Pl yang berlaku amtara negara A-B-C-D (yang
menyajikan peraturan bersama tentang perlindungan hak-hak azasi
manusia, atau merupakan peraturan bersamna untuk persoalan-
persoalan yang bersangkut dengan adopsi lintas batas, atau berisi
aturan bersama fentang pemindaban perselisihan perdata tertentu
dari kewenangan pengadilan kekekuasaan pewasitan) diterapkan
bila orang yang tersangkut dalam perkara HAM im
berkewarganegaraan negara E? Dan bagaimanakah apabila antara
pihak  hubungan internasional  perdata ada  vang
berkewarganegaraan negara F? Atau apabila pibak berperkara
digugat dipengadilan negara A uniuk tunduk pada acara pewasitan
sesuai dengan PI yang mengatur pewasitan, iapi pihak berperkara
itu kebetulan berkewarganegaraan negara X, berhakkah negara X
dengan alasan “memberi perlindungan diplomaiik” kepada
warganya atau dengan alasan lain menolak penerapan PI tersebut?

Disini kadang tampak kemungkinan adanya suatu salah
mengerii tentang makna azas pacta tertiis. Azas ini mengacu pada
aspek primer Pl, yaitu terjadinya kesepakaian antara negara-negara
sebagai subyek HI yang berdaunlai. Negara D tidak terikai pada
perjanjian A-B-C, dan oleh karena itu, tidak dapat diwajibkan
tunduk pada isi perjanjian tersebut ianpa persetujuannya sebagai
negara berdaulat. Jika obyek perjanjian terdiri dari, misalnya, hak
dan kewajiban timbal balik antarnegara untuk bertindak bersama
sebagai persckutuan militer, maka negara D tidak dapat dipaksa
menurt  hukum umtuk menyesuaikan kelakuaonya dengan
persekutuan fersebut. Sebaliknya, apabila obyek perjanjian terdin
dari kescpakatan uniuk menghadapi persoalan-persoalan
kemasyarakatan terientu secara sama dilingkungan HN masing-
masing pihak perjanjian, maka negara D tetap tidak dapat dipaksa
berdasarkan hukum uniuk menyesuaikan kebijaken dalam
lingkungan HN-nya dengan perjanjian tadi. Namun, ia juga tidak
berwenang untuk berkeberatan, berdasarkan alasan tidak ikut
sertanya sebagai pihak perjanjian, terhadap pencrapan isi
perjanjian tadi dilingkungan HN negara-negara A, B aiau C jika
penerapan demikian menyentub suatu unsur yang berkaitan dengan
negara D itu. Sebaliknya, keadaan ini tenin tidak mengurangi
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kewenangan negara D untuk mengajukan keberatan terhadap
penerapan perjanjian itu berdasarkan alasan-alasan lain.

Dalam contoh belakangan ini, perjanjian bersangkutan
tidak mengenai hak-kewajiban antamegara yang timbal balik,
melainkan  merupakan  kesepakatan (antarnegara) untuk
menghadapi dan mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan
terientu secara sama dan serupa di masing-masing lingkungan HN-
nya. Disini terletaklah batas ruang lingkup azas pacta tertiis
tersebut tadi.

Ruang Lingkup Azas Pacta Sunt Servanda

Azas ini merupakan inti dan hakekat pengertian perjanjian,
termasuk Pl. Tenitn kewajiban yang terisi dalam azas ini, yang
bersifat nommatif dan tidak memaksa dalam arti kata hukum alam,
dapat saja dilanggar. Akan tetapi, ciri inti tata hukum adalah,
seperti telah pernah disebut tadi, bahwa pelanggaran demikian oleh
tata hukum dikaitkan pada akibat-akibat tertentu tanpa persetujuan
sipelanggar, sedang kewajiban asal tetap berlaku. Jika isi
petjanjian tidak lagi memenuhi kehendak bersama para pihaknya,
maka mereka itu tentu bebas untuk mengubahnya. Akan tetapi,
gagasan pengubahan sepibak adalah sesuatu yang mutlak
bertentangan dengan gagasan perjanjian.

Kemungkinan melanggar kewajiban hukum dapat
dipandang sebagai kenisbian hukum pada umumnya dan tidak
khusus mengenai pengertian perjanjian. Apa lagi, sejauh terjadi
dilingkungan HN, terdapat (atau setidak-tidaknya: seharusnya
terdapat) alat dan organisasi penegak hukum yang cukup, lengkap
dan kuat untuk menghadapi dan “menghukum” pelanggaran
demikian sehingga dapat tertekan terjadinya. Akan tetapi, berbeda
dari perjanjian dilingkungan HN, PI berada dilingkungan HI yang
tidek mengenal organisasi masyarakai lengkap dengan dasar dan
pucuknya, termasuk pemegang kekuasaan pusainya dan alat
perlengkapan penegak hukumnya yang berwenang dan nyatanya
mampu menjaga dan mempertahankan hukum secara memaksa.
Pada umumnya, baik bukum nasional maupun hukum
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internasional, pada hakekainya merupakan hasil pergulatan
kekuatan-kekuatan dimasyarakai. Bedanya, dilingkungan HN
pergulatan itu tersalur melalui bermacam bangunan organisasi dan
penjagaan dan pembagian kewenangan, schingga seakan-akan
disublimasi dan dapai menghindari bentrokan-benirokan yang
merusak kestabilan masyarakai. Sebaliknya, dilingkungan HI
aturan hukum hampir selurubnya semata-mata merupakan buah
hasil pergulatan kekuatan antara para subyek hukwumnya yang
kebebasannya hampir muilak, berdasarkan titik tolak HI, yaitu
kedaulatan negara. Dilihat dari sudut ini, kenisbian Pl ternyata
sekali dari kejadian beberapa wakiu yang lalu, ketika Presidan AS
menguiarakan kesimpulannya bahwa AS tidak lagi berkepentingan
dengan adanya Awnti-Ballistic Missile Treaty 1972 (ABM Treaty)
dan bahwa ia mempertimbangkan mengakhirinya. Ketika ditanya
tentang miat tersebut, yang icrang berteniangan dengan suatu
perjanjian yang berlaku, ia menyalabkan orang yang tidak dapat
atau tidak mau mengakui bahwa zaman dan keadaan dapat saja
berganti (dengan akibat kemungkinan perlunya hukum berganti
pula). -

Pengaruh Kekerasan

Menurut pengertian iniinya, dasar pefjanjian adalah
kesepakatan para pihaknya den oleh karena it tidak dapat lain
daripada berdasarkan kehendak bebas. Dilingkungan HN, tata
hukum dikuasai, dijaga, dan diatur oleh penguasa atau alat
kekuasaan yang benar-benar berkuasa terbadap masyarakat
lingkungan HN-nya. Kekuasaan ini dipegang secara monopoli dan
mutlak (Ingatlah julukan “negara gagal” bagi keadaan sebaliknya).
Namun, moklumlah kekurangan dunia pengertian-pengertian
dibanding kompleksitas kenyataan hidup jika menghadapi keadaan
seperti negara Libanon dimana kekuasasn dan kekuatan
sebepamya yang membela kedaulatan pegara teshadap dunia lvar
untuk sebagian besar berada ditangan organisasi diluar rangka
pemerintah. Dalam rangka ini, libatlah keientuan Pasal 9 dan
naskah PBB teniang perbuaian pegara melawan hukum, 2001.
Oleh karena itu, ancaman unsur kekerasan dibidang peijanjian
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perdata, sekalipun dapat saja terjadi, namun biasa ditindak oleh
penegak hukum dan pada umumnya tidak merupakan fakior yang
dapat mengurangi azas-azas yang berdasarkan hakekat perjanjian.

Lain hailnya dilingkungan HI yang berbeda secara
mendalam dibanding dengan keadaan nasional. Wewenang
menetapkan hukum, yaitu kewenangan pelitik hukum, seluruhnya
pada dasarnya tergantung para subyek hukum sendiri, teruiama
para negara, schingga dalam perbincangan hukum, unsur
pembagian kekuatan, itermasuk yang akibat kekerasan, perlu
diperhatikan dan diperhitungkan. Unsur kebebasan kehendak
sebagai inti perjanjian dengan demikian menjadi nisbi dalam hal
PI.

Di pustaka sejarah politik iniernasiopal terkenal istilah
“perjanjian tak seimbang”, yang kadang-kadang diiringi tuntuian
pembatalannya. Istilah tersebut kebanyakan mengaen kepada
perjanjian yang pernah diadakan di zaman lampau antara negara-
negara Barat yang biasanya lebih kuat dengan kerajaan-kerajaan
atau lain kesatuan kepegaraan diluar kawasan dunia barat yang
umumnya lebih lemah, sehingga perjanjian-perjanian itu seringkali
terang-terang menguntungkan yang kuat dan merugikan si lemah.
Timbullah pertanyaan apakah perjanjian-peijanjian demikian dapat
dibatalkan ataupun dianggap baial demi hukum.

Dilihat dari sudut kenyataan lingkungan HI seperd kita
vraikan tadi, keinginan yang “sesuai rasa keadilan™ itu sukar
disesuaikan dengan kerangka bangunan tata HI- yang belum
mengenal laratigan ihempergunakan daya kekuatan dalam
bubungan antarpegara untuk menetapkan hak dan kewajiban
antarmercka. Kita patut ingat bahwa sebelum terbentuknya tata
bukun yang kita kenal semasa pasca Perang Dunia Kedua dalam
bentuk Piagam PBB termasuk larangan kekerasannya, tata HI
bahkan mengizinkan, setidak-tidaknya tidak melarang, penggunaan
kekerasan (perang) untuk mencapai keingipan terhadap subyek
lain, yang kemudian disahkan (1) dalam “perjanjian perdamaian™
atau peijanjian lain. Berlatar belakang ini, kita condong
berkesimpulan bahwa keinginan membatalkan perjanjian “tak
seimbang” demi hukum okan gagal. Keinginan yang cukup
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legitimassi namun tanpa dasar hukum itu hanya dapat tercapai
dengan cara penggemblengan kekuatan yang cukup besar dam
segala cara meyakinkan lainnya (kecuali peksaan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 52 Konvensi Wina)
untuk mencapai perobahan isi perjanjian bersangkuian.

Konvensi Wina, yang dapat kita anggap mencerminkan HI
tentang PI menurut keadaan perkembangannya yang paling baru,
mengenal ketentuan-ketentuan tentang peranan kekerasan dibidang
PI, yaitu Pasal 51-52. Pasal 51 mengatur hal persciujuan negara
untuk mengikat diri pada perjanjian yang diperoleh dengan, artinya
sebagai akibat, kekerasan yang dipakai terbadap pribadi pejabat
yang mewakili negara bersangkutan. Bagi keadaan demikian, Pasal
51 menentukan bahwa “persetujuan” demikian “tanpa akibat
hukum apapun”. Kekerasan terhadap pribadi seseorang cukup
jelas, setidak-tideknya jauh lebih jelas daripada Pasal 52 yang
menetapkan bahwa suatu perjanjian yang terjadi dengan memakai
“apcaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan
azas-azas Hi yang termuat di Piagam PBB”. Muli interpreiasi
pengertian-pengertian yang digunakan dalem kalimat ini menunjuk
pada kadar kenisbian cukup tinggj.

Penutup

Mudah-mudahan tulisan singkat ini berhasil menambah
keyakinan akan tersimpulnya pelbagai kenisbian, kesamaran dan
pertanyaan di bidang lembaga perjanjian internasional yang
memeriukan penclitian dan penyelidikan seperlunya, baik di
lapangan penerapan hukum praktis maupun di lapangan akademik,
bagi kita semua. :
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